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Bismillahirahmanirrahim,  

Atas berkat rahmat Allah Swt dengan di dorong oleh keinginan luhur dan 

berkat do’a kedua orang tua, penyusunan buku “Hukum Pidana Khusus 
dalam Perkembangan” ini dapat diterbitkan.  Buku ini terdiri dari berbagai 

topik perkembangan hukum pidana yang terdiri dari terorisme, tipikor, 

perempuan dan anak. Beberapa tulisan merupakan tulisan yang sudah 

diterbitkan di berbagai jurnal akan tetapi ada juga tulisan yang baru dan 

belum pernah dipublikasikan.  

Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik nasional 

maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana 

terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal suatu 

negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan 

hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau 

lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa 

adanya perjanjian ektradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain. 

Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya dan pelaku tindak 

pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari upaya hukum, 

meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan internasional. 

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru yang 

mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena 

Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada 

baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk 

menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP tentang perluasan alat 

bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan tipikor, perempuan dan 

anak juga menjadi focus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat 

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan di semua Undang-

Undang organik bahkan tentang pidana anak Pemerintah bersama sama 

dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh 

Indonesia.  

  Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya Kepada Prof. Dr. Komariah 

Emong Sapardjaja, SH. Yang telah memberikan arahan judul buku ini. Terima 

kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen Program Doktor Fakultas 

Hukum Univesitas Padjadjaran Yang telah memberikan ilmu kepada penulis.   
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pengorbanan dari Bapak, Ibu dan Saudara/i, dan penulis berharap semoga 
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SISTEM PERADILAN PIDANA  

ANAK DI INDONESIA DALAM  

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  

 
Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  

 

A. PENDAHULUAN 

Pengadilan pidana anak di dunia berdiri pada tanggal 1 Juli 1899 di 

Chicago, Illinois1. Berdirinya pengadilan anak ini karena keprihatinan negara-

negara Eropa dan Amerika pada jumlah kriminalisasi yang dilakukan anak dan 

pemuda jumlahnya semakin meningkat. Sebelum berdirinya pengadilan anak, 

anak yang melakukan tindak kriminal disamakan perlakuannya dengan orang 

dewasa, oleh karena itulah kemudian timbul berbagai usaha untuk 

melindungi anak, termasuk dengan mendirikan pengadilan anak. Undang-

undang pengadilan pertama anak didasarkan pada asas parents patriae, yang 

berarti, “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan 

pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan 
sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. 

Di Indonesia sendiri, sebenarnya keinginan terhadap pembentukan 

pidana anak sudah dimulai sejak tahun 1954, dengan terbentuknya hakim 

khusus yang mengadili anak-anak di beberapa kota besar di Indonesia, 

terutama Jakarta. Tetapi dalam hal penahanan masih digabungkan dengan 

tahanan dewasa. Pada tahun 1957 pemerintah juga mengirim beberapa ahli 

dari berbagai departemen untuk mempelajari berbagai hal mengenai juvenile 

 
1 Robert G. Caldwell dan James A. Black, Juvenile Delinquency, The Ronald Press 

Company, New York, 1971, hlm. 186. 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 

Peraturan MA no 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum   

 

  



 

 

 

 
 

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM ASPEK 

KELEMBAGAAN SISTEM PERADILAN PIDANA 

 
Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.22 

 

A. LATAR BELAKANG   

Proses pengambilan keputusan sangat bergantung kepada kebijakan yang 

berorientasi kepada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana. 

Pengambilan keputusan ini diperoleh dari aspirasi atau pusat kekuasaan yang 

terdapat dalam: (1) suprastuktur politik yang terdiri dari organ legislative, 

organ eksekutif, dan organ yudisial; di negara Republik Indonesia, pusat-pusat 

kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik itu meliputi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah 

Agung, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi.   (2) infrastuktur 

politik yang menurut Sri Soemantri 23  meliputi partai politik, kelompok 

kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan tokoh politik 

(political pigure). (3) akademisi dan perkembangan hukum internasional yang 

dijadikan sebagai standar untuk membuat suatu produk undang-undang. 24 

 
22 Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar 

Bali, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH Pertiba 

Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung  
23  Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar  1945 Kedudukan dan Aspek-aspek 

Perubahannya, Unpad Press, Bandung, 2002,  hlm. 2 
24 Bandingkan dengan Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum 

di Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002, hlm. 251 
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PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF  

HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM 

 
Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  

 

A. PENDAHULUAN  

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diancam 

dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa jenis 

pidana pokok adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana 

tutupan. Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak 

ditetapkan dalam KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam 

KUHP, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan 

secara tunggal, yaitu terdapat 395 kejahatan yang diancam dengan pidana 

penjara (67,29%). Jumlah ini bertambah apabila digabung dengan delik-delik 

yang diancam dengan “pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu”, 
yang berjumlah 18 delik (3,07%). Selanjutnya terdapat sistem perumusan 

alternatif berupa ancaman “pidana penjara atau denda”, perumusan ini 
terdapat dalam 118 perumusan kejahatan (20,10%)44.  

Banyaknya sanksi pidana penjara yang diancamkan dalam KUHP maupun 

peraturan perundang-undangan lainnya karena Pidana Penjara dianggap 

sebagai satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memungkinkan 

diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, 

sedangkan jenis pidana lainnya tidak memungkinkan pembinaan. Pasal 2 UU 

12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan 
 

Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat 
44 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara dengan Sistem 

Pemasyarakatan, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 152. 
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KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN  
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Ide kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin di dalam 

bukunya “Six Livres de la Republique.”79 Istilah kedaulatan berasal dari kata 

"Sovereign", dalam Bahasa Perancis Souverainite; dalam bahasa Inggris: 

sovereignty; dalam bahasa Latin: superanus, yang berarti supremasi atau di 

atas dan menguasai segala-galanya.  

Kedaulatan adalah paling tinggi (superior), supreme, or pre-eminent.80 

Kedaulatan adalah otoritas tertinggi (Sovereignty is supreme authority).81 

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di mana setiap negara diatur 

(Sovereignty is the supreme power by which any State is governed).82 

Kedaulatan negara melekat pada semua negara, setiap negara memiliki 

prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri,  kesetaraan 

kedaulatan dan kemerdekaan, tanpa campur tangan urusan dalam negeri 

 
79 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Lembaga 

Penerbitan FISIP UNPAD, 1986, hlm.209. 
80 Jack Donnelly, State Sovereignty and Human Rights, Working Papers human rights and 

human welfare, Posted on 23 June 2004, hlm. 2.  

81 Jennings, Robert, and Arthur Watts. Oppenheim's International Law. 9th ed. Harlow: 

Longmans, 1992,  hlm. 122 
82 Wheaton, Henry, Elements of International Law. 8th ed. Boston: Little, Brown, and 

Company, 1866, hlm. 31  
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Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. 113 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia secara berkesinambungan karena korupsi tidak akan hilang 

sepanjang manusia memiliki keserakahan untuk mendapatkan kekayaan yang 

tidak sesuai dengan haknya. Pelaku korupsi mempunyai karakter egois hanya 

memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan orang lain baik secara vertikal 

maupun secara horizontal. Setiap orang yang bekerja kalau mengambil hak 

sesuai dengan yang seharusnya dan bekerja melampaui kewajiban maka 

kehidupan berbangsa dan bernegara akan adil dan makmur sesuai dengan 

cita-cita konstitusi.  Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran 

terhadap hak hidup setiap orang untuk mempertahankan hidup dan 

kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Akibat tindak 

pidana korupsi yang terjadi selama ini di samping merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan 
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A. LATAR BELAKANG  

Manajemen strategi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

keputusan lintas fungsional yang menyebabkan suatu organisasi perusahaan 

mampu untuk mencapai sasaran kinerjanya. Berbagai pandangan mengenai 

manajemen strategi yang dikemukakan oleh Certo dan Peter yang 

mendasarkan bahwa: 155 

Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap utama yaitu perumusan 

strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi yang 

saling berhubungan secara harmonis.  

Pada umumnya perumusan strategi meliputi berbagai tahapan utama, 

antara lain mengembangkan misi bisnis perusahaan, mengenali peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan 

internal perusahaan, menetapkan sasaran jangka panjang, menghasilkan 

strategi alternatif, dan diakhiri dengan memilih strategi tertentu untuk 

dilaksanakan. Berbagai isu-isu yang pada umumnya dijadikan sebagai bahan 

 
155  C. Samuel Certo and  J. Paul Peter, Strategic management, Concept and Applications,  

Second Edition. International edition. Mc Graw-Hill Inc. Singapore, 1991  
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HUKUM PIDANA DALAM RUU KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

 
Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. 

  

A. LATAR BELAKANG  

Negara Indonesia adalah negara hukum.167 Sebagaimana diatur dalam 

perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Negara dapat dipandang 

sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar 

beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap 

negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, 

common good, common weal). 

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya 

“berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (the 

freest possible development and creative self-expression of its members). 168 

Sedangkan negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi 

beberapa unsur, yaitu:  

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.  

2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). 

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.  

 
167  Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek 

Perubahannya, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 53   
168  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,  

Hlm. 45  
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